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GUBERNUR SUMATERA SELATAN -

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 117 /KPTS/DISNAKERTRANS /2016
TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 :

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa scsual dengan ketentuan Pasal 89 ayal (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi dan
Upah Minimum Seltoral Provinsi yang merupakan upah
bulanan terendah pada sektor yang bersangkutan berupa
upah pokok termasuk tunjangan tetap;

b. bahwa berdasarkan hasil perundingan antara Asosiasi
Pengusaha/Pengusaha dengan Serikat Pckerja/Buruh di
Sumatera Selatan, telah disepakati besaran Upah Minimum
Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 untuk 9
(sembilan) sektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbanpan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Secktoral Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016;

Mengingat ¢+ 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenapgakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tghun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemeriatah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustriar:, dan Menter
Perdagangan Nomor Per.16/Men/X/2008, Nomor 49/2008,
Nomor 922.1/M-IND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/
PER/10/2008 tentang Pemcliharaan Momentum Per-
tumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi
Perkembangan Pcrekonomian Global sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perindustrian, dan  Menteri Perdagangan  Nomor
Per.21/Men/XI/2008, Nomor 53/2008, Nomor 97/M-
IND/11/2008, dan Nomor 48/M-DAG/PER/11/2008
tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perindustrian, dan  Menteri Perdagangan Nomor
Per.16/Men/X /2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.,1/M-
IND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008
tentang Pemieliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Nasional dalam Mcngantsipasi Perkembangan Per-
ekonomian Global;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Kehutuhan Hidup Lavak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 7 Tehun 2013 tentang Upah Minimum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12309);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum
{Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004
Nomor 8 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20148
rerdiri dari -

H.

sektor pertanian, peternakan, kchutanan, perburuan dan
perikanan sebesar Rp, 2.250.000- (dua jura dua rams lima
puluh ribu rupiah) per bulan;

sekior pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 2.3058.000,-
(dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) per 5ulan ;

selktor industri pengolahan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua jura
tiga ratus ribu rupish) per bulan ;

. sektar listrik, gas dan air sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta

tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan ;

selctor bangunan sebesar Rp. 2.800.000,- {dus juta delapan
ratus ribu rupiah) per bulan;

scktor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel
scbhesar Rp. 2.320.000,- {dua juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah) per bulan ;

scktor angkutan, pergudangan dan komunikasi scbesar
Rp. 2.703.000,- (dua juta tyjuh ratus tiga ribu rupizh) per
bulan;

sektor keuvangan, asuransi, usaha persewaan bangunan,
tanah dan jasa perusahaan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta
tiga ratus ribu rupiah) per bulan ;

sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan scbesar
Rp. 2.316.300,- (dua jura tiga ratus enam belas ribu liga ratus
rupiah) per bulan.

: Upah Minimum Sektoral Provinsi adalah Upah Minimum

Bulanan Terendah pada scktor vang bersangkutan terdiri dari
Upah Pokok termasuk tunjangan tetap.
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KETIGA : Perusahaan vang telah memberikan upah lebih unggi dari
ketentuan Upah Minimum Scktoral Provinsi Surmnatera Sclatan
yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau
menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah
Minimum.

EEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Nomor  217/KPTS/DISNAKERTRANS/2015 tentang Upal
Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELTMA : Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal 1 Februari 2016
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunva akan diubah dan
diperbaiki kembali schagaimena mestinya apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diretapkan di Palembang
. 1 Fewrurri 2016

BYMATERA SELATAN,
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Tembusan :

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarts

Menteri Ketenagakerjasn RT di Jakarta

Xetua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
Bupati/Walikota sa-Sumaters Selatan

Ketua Dewan Pengupahan Provinel Sumatera Selatan & Palembang



